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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

Penggugat bin Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga 

Kerja Sukarela RSUD Muaro Jambi, pendidikan D1, tempat 

kediaman di RT 00, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, 

Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat bin Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, 

pendidikan SLTA, tempat kediaman Dahulu di RT 00, Desa 

Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi, 

sekarang  tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas 

dan pasti, baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik 

Indonesia, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di 

persidangan; 

Telah mendengar kesimpulan Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 Mei 2016, yang 

telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 

184/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 18 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, 
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(Kutipan Akta Nikah Nomor 149/12/VIII/2005, tanggal 12 Agustus 2005). 

Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta’lik talak; 

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal 

di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Teluk 

Jambu,  Kecamatan Kumpeh, kabupaten Muaro Jambi, selama satu tahun 

sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan 

Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan 

dikaruniai satu orang anak bernama Raudhatul Janah binti M Yani, 

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah 

kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2006, antara Penggugat dengan 

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan : 

     a  Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Yanti, dan 

Tergugat juga di kabarkan telah menikah lagi, atas sikap Tergugat 

tersebut, Penggugat merasa tidak bisa lagi menerima dan melanjutkan 

rumah tangga bersama dengan Tergugat; 

b. Tergugat sering tidak berada di rumah kediaman bersama, sehingga 

Penggugat merasa kesepian dan tidak diperdulikan oleh Tergugat; 

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat 

tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2006, akibatnya 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah keluarga 

Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama sepuluh 

tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir 

maupun batin, dan hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. 

Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta 

tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik 

Indonesia; 

5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha 

dan berniat bercerai dari Tergugat; 

6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke rumah orang 

tuanya namun tidak berhasil.; 

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; 
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 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat bin Penggugat) dengan 

Tergugat (Tergugat bin Tergugat); 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 

Subsider: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  Penggugat telah 

hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh 

orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas 

Panggilan Nomor 184/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 23 Mei 2016 dan 24 Juni 

2016, ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan prosedur pemanggilan 

ghaib melalui RRI Cabang Jambi. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar 

keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha 

mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan cara menasehati 

Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan 

Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil; 

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak 

pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan 

membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti berupa: 

A. Surat 

• Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang 

aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi,  Nomor 149/12/VIII/2005, tanggal 12 
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Agustus 2005, yang telah dimeterai dan di-nazzegelen, lalu dicocokkan 

dengan aslinya dan diberi tanda P; 

B. Saksi 

1. Saksi bin Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, 

tempat kediaman di RT 00, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, 

Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan telah memberikan 

keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, 

karena saksi adalah abang kandung Penggugat; 

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 

rumah;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak sepuluh tahun yang 

lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan hingga saat 

ini tidak diketahui keberadaannya;  

- Penggugat bersama pihak keluarga Penggugat sudah berupaya 

mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi 

pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

- Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

2. Saksi bin Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, 

tempat kediaman di RT 00, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, 

Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan telah memberikan 

keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, 

karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat; 

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; 

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar; 

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sepuluh 

tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi dari tempat 

kediaman bersama dan hingga saat Tergugat tidak diketahui lagi 

keberadaannya; 

- Penggugat bersama pihak keluarga Penggugat sudah berupaya 

mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi 

tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan 

memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan 

mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan 

gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan 

Penggugat di persidangan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala 

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. 
 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  dengan sungguh-

sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap 

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan 

quod est Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil 

sampai putusan ini dijatuhkan; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 4 ayat 

(1) dan ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena 

Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat 

dilaksanakan; 
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis 

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Penggugat 

dalam mengajukan perkara a quo; 

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat 

mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, 

yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-

undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat 

mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta 

autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan 

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa 

Penggugat dan Tergugat  telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga 

Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara a quo, baik 

kompetensi absolut maupun kompetensi relatif; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Penggugat dan 

Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang 

berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) 

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki 

kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat 

berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan 

Agama Sengeti, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi 

ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 
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Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan 

relatif Pengadilan Agama Sengeti; 

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat 

dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai 

terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 

2006, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, 

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, 

karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Yanti, dan 

Tergugat juga di kabarkan telah menikah lagi, dan Tergugat sering tidak berada 

di rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat merasa kesepian dan tidak 

diperdulikan oleh Tergugat.  Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat 

dan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 

sepuluh tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat tidak diketahui lagi 

keberadaannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat 

telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat bin Penggugat) dengan 

Tergugat (Tergugat bin Tergugat); 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 

Subsider: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan 

Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan 

pertimbangan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena 

berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan 

kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya; 

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, maka 

Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah 

dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan 
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak pernah hadir, 

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat 

tidak hadir ke persidangan; 

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan 

sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh 

dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar 

dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara 

perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi 

dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan 

kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim 

pertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di 

hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya 

menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun 

dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi 

pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi kedua 

sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sepengetahuan 

saksi-saksi tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 

sepuluh tahun yang lalu hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.  

Penggugat bersama pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mencari 

keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat 

telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan 

dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta 

berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat quod 
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est Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat 

bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, 

sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti-bukti serta 

keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta 

hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat 

perkawinan yang sah; 

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis 

lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; 

3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sepuluh tahun 

yang lalu hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya; 

4. Bahwa Penggugat bersama pihak keluarga Penggugat sudah berupaya 

mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, suami istri telah 

pisah rumah selama lebih dari dua tahun berturut-turut disebabkan telah terjadi 

percekcokan terus menerus, selama itu suami istri tidak berkeinginan kembali 

ke rumah tempat tinggal bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk 

bahwa suami istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan 

rumah tangganya. Demikian juga dengan kasus ini Tergugat telah pergi 

meninggalkan Penggugat sejak sepuluh tahun yang lalu hingga sekarang 

karena terjadi percekcokan, selama itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah 

tempat tinggal bersama dan sudah tidak diketahui keberadaannya maka hal ini 

menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah 

tangga Tergugat dan Penggugat yang menyebabkan keduanya tidak ada 

harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, maksud Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak bisa 

diwujudkan; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka 

Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara 

Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (Mafsadat) bila 

dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan 
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merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu 

jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul 

Fiqih yang berbunyi: 

 درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح                                                                                  

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik 

(mempertahankan) kebaikan". 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari 

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:   

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين 

ينهما طلقها طلقة بائنةأمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  ب      

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh 

Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, 

sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu 

ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami 

istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim 

boleh memutuskan dengan talak satu ba’in; 
 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah 

terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian 

sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan 

putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf 

(c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan 

menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera 

Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah 

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
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Agama Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, untuk 

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena 

perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan 

membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas 

masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum 

gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan 

tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang 

sah, maka quod est ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg. gugatan 

Penggugat dikabulkan dengan verstek; 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat bin Tergugat) 

terhadap Penggugat (Penggugat bin Penggugat); 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan 

putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi, dan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten 

Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; 

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara 

yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan 

puluh satu ribu rupiah). 
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 27 

September 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 H, oleh kami 

Rijlan Hasanuddin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Rahmatullah Ramadan D., 

S.H.I., dan Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim 

Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis 

dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang 

sama, dibantu oleh Romi Herusman Saputra, S.H.I., sebagai panitera 

pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

 

 

KETUA MAJELIS  

 

Rijlan Hasanuddin, Lc 

 

HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II 

  

  

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I. Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A. 

  

 PANITERA PENGGANTI 

  

  

 Romi Herusman Saputra, S.H.I. 

Perincian Biaya Perkara : 
1. Biaya Pendaftaran      : Rp    30.000,00 
2. Biaya Proses : Rp    50.000,00 

3. Biaya Panggilan       : Rp  400.000,00 
4. Biaya Redaksi         : Rp      5.000,00 

5. Biaya Materai         : Rp      6.000,00 
 Jumlah  Rp  491.000,00 
   (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
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